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Abstrak

Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen
Pendidikan di Sekolah Dasar. Karena masalah kebijakan pemerintah dalam implementasi manajemen
Pendidikan merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pendidikan. Metode penelitian
menggunakan metode Literature Review sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis
data (Subagiya, 2023). Literatur yang digunakan mencakup berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah,
buku referensi, laporan penelitian, serta artikel relevan yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan
Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Hasilnya, implementasi atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dampak bagi setiap warga Negara yang
berusia 7-12 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan masyarakat yang tidak mampu digratiskan tanpa
pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penyelenggaraan Manajemen Pendidikan, Peningkatan
Mutu Pendidikan

PENDAHULUAN
Perbaikan dan pengembangan sekolah telah menjadi pusat perhatian utama pemangku
kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang ingin mereformasi sistem pendidikan
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yang ada guna mewujudkan penyelenggaraan sekolah yang efektif. Kala itu pemerintah resmi
memberlakukan Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian disusul
dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tentang sistem manajemen
berbasis sekolah dengan pemberian kewenangan terhadap daerah (bahkan sekolah) dalam
mengelola pendidikan secara otonomi sehingga kepentingan, kebutuhan serta potensi daerah
menjadi lebih bisa dikelola (Hakim, 2019). Adapun kepala sekolah bersama dengan guru
diwajibkan mengelola sekolah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah
ditentukan oleh Depdiknas. Sistem yang bersifat sentralistik semacam ini dapat menurunkan
kualitas hasil dalam kreativitas dan inovasi serta meminimalkan otoritas pengelola sekolah (Karmila
& Wijaya, 2020). Sebab, setiap keputusan sekolah selalu ditentukan oleh manajemen birokrasi
pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang kemudian dalam prosesnya memunculkan beberapa
masalah umum yang menghambat pengelolaan layanan pendidikan seperti keterlambatan waktu,
keragu-raguan prosedur kerja, dan lain sebagainya karena semuanya ditentukan dari atas sementara
apa yang menjadi kehendak arus bawah tidak tersalurkan secara tepat sasaran dan apa yang menjadi
masalah sekolah sesungguhnya seringkali tidak memiliki solusi penyelesaian (Hakim, 2019; Ya et
al., 2020).

Tujuan implementasi manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan kemandirian
sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih
besar dalam mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi dari berbagai unsur atau
kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan guna
meningkatkan mutu sekolah (Mustiningsih, 2015; Amon & Anggal, 2021). Akan tetapi, untuk
mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Sehingga diperlukan partisipasi dan kerja sama dari
berbagai unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengetahui
implementasi kebijakan pemerintah terhadap manajemen pendidikan. Maka peneliti tertarik untuk
menjadikan topik ini menjadi sebuah penelitian yang dirangkum dalam sebuah judul “Implementasi
Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review sebagai pendekatan utama untuk
mengumpulkan dan menganalisis data (Subagiya, 2023). Literatur yang digunakan mencakup
berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta artikel
relevan yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen
Pendidikan di Sekolah Dasar.

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang relevan yang
memuat kriteria eksklusi yakni diterbitkan dalam 10 tahun terakhir yang topik bahasan utamanya
mengkaji tema Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah
Dasar.

Analisis data dilakukan dengan cara meninjau isi literatur untuk mendapatkan tema-tema
utama seperti yang telah dijelaskan diatas. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif untuk
merumuskan pemahaman menyeluruh tentang isu yang diangkat dalam artikel ini. Penggunaan
metode ini ditujukan untuk memberikan gambaran konseptual yang mendalam disertai bukti untuk
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menjelaskan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah
Dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 memberikan
dampak bagi setiap warga Negara yang berusia 7-12 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan
masyarakat yang tidak mampu digratiskan tanpa pungutan biaya sampai mencapai usia wajib
belajar 9 tahun.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauhmana kebijakan tersebut
terlaksana secara efektif. Dunn (2012:429) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan apakah
suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau dicapainya suatu tujuan berdasarkan tindakan.
Subarsono (2015:89) mengungkapkan keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh
banyak variabel atau faktor, dan variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
(dwi Wahyuni et al. 2020) Berikut implementasi Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar yaitu:

1. Implementasi Fungsi Perencanaan

Implementasi manajemen pendidikan di sekolah dasar pada fungsi perencanaan, meliputi
kegiatan yaitu sebagai berikut; perencanaan tujuan, perencanaan materi, perencanaan proses
pembelajaran, perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran dan perencanaan calon siswa
serta perencanaan guru.

Perencanaan tujuan memang sudah menjadi hal yang penting dalam implementasi
manajemen pendidikan yang meliputi visi, misi, dan tujuan yang direncanakan yang selalu
dilakukan evaluasi setiap satu tahun sekali. Apabila visi, misi dan tujuan tersebut kurang sesuai
lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dan IPTEK, maka dilakukan revisi atau
perbaiki. Akan tetapi apabila masih cukup sesuai atau belum sepenuhnya tercapai maka
dilakukan pengembangan. Sedangkan dari setiap guru mata pelajaran diwajibkan untuk dapat
menyusun silabus dan atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang termasuk di dalamnya
kegiatan merencanakan indikator kompetensi yang ingin dicapai.

Perencaanaan materi dan perencanaan proses pembelajaran yaitu di dalam silabus dan
RPP. Untuk itu perencanaan dari materi pelajaran sudah disesuaikan dengan kurikulum yang
berjalan. Jarang terlihat guru-guru yang melakukan perencanaan materi pengayaan. Untuk
metode pembelajarannya setiap pokok bahasan cukup bervariasi. Walaupun memang ada
beberapa guru yang perencanaan metode pembelajarannya setiap pokok bahasannya hampir
sama.

Juga kurikulum ini disusun dan dikembangkan sesuai pada tahapan-tahapan komponen
perencanaan standar isi dalam hal ini pengembangannya untuk dapat mempertimbangkan
karakter daerah, kebutuhan sosial, masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan
pembelajaran dengan menyajikan setiap paparan materi untuk seluruh mata pelajaran, serta
muatan lokal menghadirkan materi yang menjadi unggulan, sehingga kurikulum berjalan
dengan baik sesuai dengan harapan.

Perencanaan sarana pembelajaran ini tidak hanya dibatasi dengan penggunaan kelas
sebagai ruang belajar tetapi juga tempat di luar kelas, seperti perpustakaan, laboratorium,
halaman sekolah, lapangan olahraga, dan atau ruang komputer. Alat pembelajaran yang
digunakan juga cukup bervariasi seperti papan tulis, gambar-gambar, buku teks, benda-benda
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yang berhubungan dengan kegiatan eksperimen, dan sebagainya. Setiap peserta didik dapat
diberikan kebebasan dalam menggunakannya asalkan dalam penggunaannya sesuai dengan
prosedur dan perawatannya. Dengan adanya sarana yang tersedia di SD ini dapat membantu
mereka dalam mempelancar kegiatan pembelajarannya.

Perencanaan calon siswa, disetiap sekolah dasar tentu memberikan persyaratan khusus
bagi yang ingin menjadi siswa di SD tersebut. Oleh karena itu calon siswa harus mengikuti
berbagai seleksi yang cukup ketat baik secara tertulis dan wawancara. Dan sebelum mengikuti
tes tertulis, calon siswa melalui seleksi administrasi, yang antara lain nilai rapor TK rata-rata 70
ataupun berdasarkan ketentuan masing-masing pihak sekolah. Jumlah siswa baru juga dibatasi
sesuai dengan kecukupan ruang belajar, yang paling tinggi setiap satu kelasnya berjumlah 30
orang siswa ataupun berdasarkan ketentuan masing-masing pihak sekolah.

Perencanaan guru yang akan mengajar di setiap masing-masing kelas wajib dilakukan
agar guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai di setiap kelas serta berdasarkan
kompetensi guru tersebut. Dan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikannya, pihak sekolah tentu dapat selalu berupaya meningkatkan
kompetensinya dengan mengiikutsertakan pada kegiatan-kegiatan seminar, workshop, dan lain
sebagainya. Dan walaupun guru tersebut yang mengajar bukan di bidangnya akan tetapi jika
mereka memiliki keahlian dalam mata pelajaran tersebut mereka dapat menjadi tenaga pengajar
disekolah.

2. Implementasi Fungsi Pengorganisasian

Implementasi manajemen pendidikan pada fungsi pengorganisasian yaitu; dengan
adanya pembagian tugas yang jelas, adanya jaminan terhadap jabatan dalam organisasi, adanya
balas jasa dan pembagian tugas/ jabatan sesuai dengan kompetensi.

Pembagian tugas, masing-masing mendapatkan SK dan uraian tugas yang harus
dilaksanakan masing-masing sesuai dengan jabatan yang telah diserahkan kepadanya. Juga
menunjukkan bidang tugas masing-masing disesuaikan dengan kemampuan dan bidang
kerjanya, sehingga setiap guru dianggap telah mengetahui pelaksanaan dari tugasnya tersebut
dengan baik. Penunjukan wali kelas disesuaikan dengan karakteristik siswanya, dalam artian
untuk kelas yang siswanya butuh perhatian yang lebih maka wali kelasnya ditunjuk guru yang
benar-benar mampu memenuhi kebutuhan siswa tersebut, seperti; sikap sabar, pengertian,
mampu menjadi sahabat, berwibawa dan disegani siswa.

3. Implementasi Fungsi Penggerak

Adapun pengimplementasian manajemen pendidikan pada fungsi penggerak, meliputi
kegiatan; pemimpin memberikan dan menjelaskan perintah, pemimpin selalu memotivasi
anggotanya, pemimpin memberikan kesempatan pada anggotanya untuk dapat mengembangkan
keterampilan, pemimpin memberikan kesempatan anggotanya untuk memberikan ide dan
pendapatnya dan pemimpin selalu memberikan koreksi dengan objektif.

Pemimpin memberikan tugas yang harus mereka laksanakan dengan jelas. Setiap tugas-
tugas yang diembankan pada mereka selalu diberikan penjelasan terlebih dahulu apa maksud
dan tujuannya, serta bagaimana melaksanakannya, dan tanggung jawab apa yang harus mereka
laksanakan dengan baik. Dan tentu dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk bertanya
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dan dapat meminta penjelasan yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka masing-masing.
Untuk memberikan perintah kepada guru dan pegawai lainnya para kepala sekolah selalu
menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan perintah tersebut serta menjelaskan lebih
terperinci bagaimana melaksanakannya dengan baik secara tertulis maupun lisan.

Selain itu pihak kepala sekolah selalu memberikan motivasi yang baik bagi para guru
maupun dengan pegawai lainnya dengan mengadakan pendekatan secara emosional yaitu
membentuk ikatan kekeluargaan yang erat antara pimpinan dan seluruh pegawainya, sopan
santun, dan juga mau mendengarkan keluhan dari para anggotanya. Motivasi yang diberikan
tidak hanya dapat melalui perlakuan yang sopan dan menghargai hasil kerja pegawainya, akan
tetapi juga dapat memberikan motivasi melalui material. Misalnya bagi guru-guru maupun
pegawainya yang berhasil menunjukkan kinerjanya dengan baik sehingga dapat mengantarkan
siswa pada prestasi yang mengharumkan nama sekolah, maka tentu akan diberikan hadiah yang
memang tidak terlalu besar nilainya akan tetapi menunjukkan penghargaan seorang pimpinan
terhadap kinerja bawahannya.

Selain itu kepala sekolah juga dapat selalu memberikan kesempatan kepada anggota
untuk mengembangkan keterampilan diri. Kepala sekolah selalu mengikutsertakan para guru
maupun pegawainya pada penataran, seminar, dan workshop yang berguna untuk meningkatkan
kemampuan diri. Kepala sekolah juga selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sangat
mendukung apabila ada guru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih
tinggi dengan syarat tetap tidak menganggu tugas dan tanggung jawab profesinya.

Dalam melaksanakan kepemimpinannya kepala sekolah hendaknya selalu memberik
koreksi akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan para anggotanya. Dengan koreksi ini
diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan hasil kerja para anggotanya.

4. Implementasi Fungsi Pengawasan

Dalam konteks manajemen pendidikan, pengawasan terhadap suatu program sekolah
merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan
perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk dapat membandingkan
prestasi sesungguhnya dengan standar-standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah
ada penyimpangan dan untuk mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan mengambil
tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya sekolah telah
digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan pendidikan skala
institusional maupun nasional.

Implementasi manajemen pendidikan pada fungsi pengawasan ini melalui tiga tahapan
kegiatan, yaitu; pemantauan, penilaian, dan pelaporan.

Pada kegiatan pemantauan hal yang dilakukan adalah: (1) memantau kegiatan yang
dilakukan setiap anggota, (2) memantau pelaksanaan kegiatan planning, organizing, actuating,
dan controlling, (3) memantau koordinasi dan komunikasi antar anggota, (4) pemberian
bimbingan dan pengarahan.

Pada tahap penilaian ini meliputi kegiatan: (1) penilaian kompetensi pendidik
menggunakan metode dan sarana pembelajaran, (2) penilaian sikap guru terhadap tugas dan
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tanggung jawabnya, (3) penilaian terhadap kinerja, (4) penilaian terhadap hasil kerja, dan (5)
penilaian terhadap seluruh proses manajemen.

Dan tahap terakhir adalah pelaporan meliputi kegiatan: (1) membuat laporan tertulis dan
lisan tentang hasil pemantauannya, (2) membuat laporan tertulis dan lisan tentang hasil
penilaiannya, dan (3) menindaklanjuti hasil laporan.

5. Implementasi Fungsi Evaluasi

Implementasi fungsi evaluasi ini dapat dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan
pendidikan untuk dapat mengetahui apakah tujuan pendidikan tercapai atau tidak. Evaluasi ini
juga mencakup penilaian terhadap kinerja guru, proses pembelajaran, dan pencapaian siswa.

Evaluasi pembelajaran ini, menggunakan berbagai metode evaluasi untuk menilai
pemahaman dan keterampilan siswanya. Evaluasi ini dapat berupa ujian, tugas, proyek, dan
observasi terhadap perkembangan karakter siswa. Pemantauan dari kinerja guru, melakukan
evaluasi terhadap cara pengajaran dan pengelolaan kelas oleh guru untuk mengetahui kekuatan
dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses manajerialnya, Menilai sejauh mana
manajemen sekolah ini berjalan sesuai dengan rencana, serta mengidentifikasi hal-hal yang
perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Implementasi manajemen Pendidikan di sekolah dasar melalui; (1) Implementasi fungsi
perencanaan, (2) Implementasi Fungsi Pengorganisasian, (3) Implementasi Fungsi Penggerak, (4)
Implementasi Fungsi Pengawasan, dan (5) Implementasi Fungsi Evaluasi. Implementasi kebijakan
pemerintah terhadap manajemen pendidikan di sekolah dasar menunjukkan upaya yang terus-
menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui desentralisasi, standar
nasional pendidikan, program BOS, peningkatan kualitas guru, serta penerapan manajemen berbasis
sekolah, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap sekolah dasar memiliki sumber daya yang
memadai dan dapat menjalankan operasional yang efektif. Meskipun demikian, tantangan seperti
ketimpangan kualitas antar daerah dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi perhatian. Secara
keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif,
relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa, serta mendukung perkembangan sumber daya
manusia yang lebih baik di masa depan.
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